SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 999/HK.03.1-Kpt/07/KPU/VII/2018
TENTANG

KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN

PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal
10 ayat (4), Pasal 12 ayat (8), Pasal 14 ayat (5), Pasal 16 ayat
(4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), Pasal
20 ayat (3), Pasal 21 ayat (3), Pasal 22 ayat (4), Pasal 23 ayat
(2), Pasal 24 ayat (8), Pasal 25 ayat (4), dan Pasal 26 ayat ()
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018
tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan
Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan
Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan
Umum  tentang Kebutuhan dan  Spesifikasi Teknis

Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109);

2.  Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017
tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan

Komisi . . .




Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun
2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan
Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG
KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.

Menetapkan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Menetapkan Spesifikasi Teknis Perlengkapan Penyelenggaraan
Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Kebutuhan dan Spesifikasi Teknis Perlengkapan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA merupakan
pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan
Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota dalam menetapkan jumlah kebutuhan dan
spesifikasi teknis perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan

Umum.

KEEMPAT . ..



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 31 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
ARIEF BUDIMAN
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

Sigit Joyowardono



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 999/HK.03.1-Kpt/07 /KPU/VII/2018

TENTANG

KEBUTUHAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS PERLENGKAPAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

No. Jenis Logistik Kebutuhan Penggunaan
1 2 3 4
I. | PEMILU DALAM NEGERI
A. | TPS
1. | Kotak Suara S (lima) buah | Pada pemungutan suara di TPS selain Provinsi DKI Jakarta,
kotak suara di | masing-masing kotak suara untuk menyimpan:
TPS selain | g, surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Provinsi DKI
Jakarta

b. surat suara Pemilu anggota DPR;

c. surat suara Pemilu anggota DPD;

d. surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan

e. surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pada penghitungan suara di TPS selain Provinsi DKI

Jakarta, masing-masing kotak suara untuk menyimpan:

a. surat suara hasil pemungutan suara PPWP, Hasil
Penghitungan Suara PPWP di TPS (C1-PPWP dan Cl1
Plano-PPWP), C-KPU, C2-KPU, daftar Pemilih (DPT, DPTb,
dan DPK) dan Daftar Hadir (C7-KPU);

b. surat suara hasil pemungutan suara Pemilu Anggota DPR
dan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR di
TPS (C1-DPR dan C1 Plano-DPR);

c. surat suara hasil pemungutan suara Pemilu Anggota DPD
dan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPD di
TPS (C1-DPD dan C1 Plano-DPD);

d. surat suara hasil pemungutan suara Pemilu Anggota
DPRD Provinsi dan Hasil Penghitungan Suara Pemilu
Anggota DPRD Provinsi di TPS (C1-DPRD Provinsi dan C1
Plano-DPRD Provinsi); dan

e. surat suara hasil pemungutan suara Pemilu Anggota
DPRD Kabupaten/Kota dan Hasil Penghitungan Suara di
TPS (C1-DPRD Kabupaten/Kota dan C1 Plano-DPRD
Kabupaten/Kota).

4 (empat) buah
kotak suara di
TPS Provinsi
DKI Jakarta

Pada pemungutan suara di TPS Provinsi DKI Jakarta,
masing-masing kotak suara untuk menyimpan:

a. surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
b. surat suara Pemilu anggota DPR;

c. surat suara Pemilu anggota DPD; dan

d. surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi.

Pada penghitungan suara di TPS Provinsi DKI Jakarta,

masing-masing kotak suara untuk menyimpan:

a. surat suara hasil pemungutan suara PPWP, Hasil
Penghitungan Suara PPWP di TPS (C1-PPWP dan C1
Plano-PPWP), C-KPU, C2-KPU, daftar Pemilih (DPT, DPTb,
dan DPK) dan Daftar Hadir (C7-KPU);

b. surat suara hasil pemungutan suara Pemilu Anggota DPR
dan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPR di
TPS (C1-DPR dan C1 Plano-DPR);

c. surat suara hasil pemungutan suara Pemilu Anggota DPD
dan Hasil Penghitungan Suara Pemilu Anggota DPD di
TPS (C1-DPD dan C1 Plano-DPD); dan
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Rekapitulasi
Penghitungan
Perolehan
Tingkat PPLN

Suara

sejumlah saksi

No. Jenis Logistik Kebutuhan Penggunaan
1 2 3 4
PPLN
j.- Model D6-KPU-LN: 3 (tiga) lembar | Penyampaian Model D6-KPU-LN sebagai berikut:
Undangan Rapat | ditambah a. 1 (satu) lembar untuk Ketua KPPSLN;

b. 1 (satu) lembar untuk Waslulap LN; dan
c. 1 (satu) lembar untuk masing-masing sejumlah Saksi.

k. Model D7-KPU-LN:

Daftar
Rekapitulasi

PPLN

Hadir

Penghitungan Suara di

1 (satu) set
untuk setiap
PPLN

Daftar hadir di PPLN.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIF BUDIMAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

e

Sigit Joyowardono
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d. Alat Kelengkapan TPS Lainnya
1) karet pengikat Surat Suara;
2) lem atau perekat kertas;
3) kantong plastik besar;
4) kantong plastik kecil;
5)  ballpoint;
6) spidol kecil;
7)  spidol besar; dan

8) gembok dan anak kunci.

Alat kelengkapan TPS Lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf c,
ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP
Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum,

4

Sigit Joyowardono



